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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nomor :   72/PLW/G/2009 /PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Semarang  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  s ingka t ,  yang  d i l angsungkan  di  

gedung Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Semarang  J l .  Abdul  Rahman 

Saleh  No.  89  Semarang  te l ah  menja tuhkan  Putusan  sebaga i  

ber i ku t ,  da lam  sengketa  

anta ra  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

1. H.  SUHARSO,  SH. ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  swasta ,  Tempat  t i ngga l  Desa  Ngemplak  

RT.005  RW 001  Kecamatan  Undaan  Kabupaten  Kudus  

Prov ins i  Jawa  Tengah.   Selan ju tnya  disebu t  

sebaga i  PELAWAN 

I  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

2. JONI  SURYONO,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  swasta  Tempat  t i ngga l ,  Desa  Gondosar i  

RT.05  RW.04  Kecamatan  Gebog  Kabupaten  Kudus  

Prov ins i  Jawa Tengah,  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

PELAWAN  I I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Kecamat an  ????. . .

Hal  2 dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

3. H.  CHANDIQ  HARIRIN,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  swasta ,  Tempat  t i ngga l  Desa  Singocand i  

RT.04  RW.01  Kecamatan  Kota  Kabupaten  Kudus  

Prov ins i  Jawa Tengah,  se lan ju tn ya  disebu t  sebaga i  

PELAWAN  I I I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

4. Hj .  DYAH SUSWORINI ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  swasta ,  tempat  t i ngga l  Desa Rendeng No.  

40  RT.002  RW. 003  Kecamatan  Kota  Kabupaten  Kudus  

Prov ins i  Jawa Tengah,  se lan ju tn ya  disebu t  sebaga i  

PELAWAN  IV ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

5. SRI  ENDI  LUCIAWATI ,  AMK. Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  Perawat ,  Tempat  t i ngga l  Desa 

Margore jo  RT.  01  RW.07  Kecamatan  Dawe Kabupaten  

Kudus  Prov ins i  Jawa  Tengah.  Selan ju tnya  disebu t  

sebaga i  PELAWAN  V;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Berdasarkan  Sura t  Khusus  member i  kuasa  kepada:  1.  

Drs .  Misbahu l  Huda,SH,MH, i .  2.  Imam Ghozal i ,  SH.  

3.  Adi  Wibowo,  S.H. ,  S.Sos . ,Ms i .  4.  Septa  Cin th i a  

Iman ia ,S .H .  5.  Lu luk  Yuana,  SH.  Kesemuanya  

berkewarganegaaan  Indones ia ,  para  Advocat  pada  

Kanto r  Advocat  & Konsu l t an  Hukum Drs .  MISBAHUL 

HUDA,  S.H. ,MH. i  & Rekan  bera lamat  di  Ja lan  Pekapuran  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Hal  3 dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

I  Nomor  96 Kelu rahan  Tanah Serea l ,  Kecamatan  Tambora ,  

Jakar t a  Bara t  dan  memi l i h  domosi l i  hukum  dia lamat  

kanto r  kuasa  hukumnya  te rsebu t  d i  atas ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Untuk  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  PARA PELAWAN; 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M E  L  A  W A  N 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

1. GUBERNUR JAWA  TENGAH,  Tempat  kedudukan  J l .  

Pahlawan  No.  9  Semarang  Jawa 

Tengah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor:  180/23195  

tanggga l  22  Desember  2009  member i  kuasa  kepada:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

.

Nama : PRASETYO  ARIBOWO,S.H. ,M.Soc ,Sc ;  

- - - - - -

Jabatan : Kepala  Bi ro  Hukum Sekre ta r i a t  

Daerah  Prop ins i  Jawa  Tengah;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alamat  

Kanto r

: J l .  Pahlawan  No.  9  Semarang;  

- - - - - - - - - - - - - -
2

.

Nama : SJAFI ’ I , S .H ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -
Jabatan : Kepala  Bagian  Bantuan  Hukum 

dan  hak  Asas i  Manusia  pada  

Bi ro  Hukum Sekre ta r i a t  Daerah  

Prop ins i  Jawa 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Hal  4 dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Tengah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alamat  

Kantor

: J l .  Pahlawan  No.  9  Semarang;  

- - - - - - - - - - - - - -

3

.

Nama : IBNU  PAMUNGKAS,  S.H;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jabatan : Kepala  Sub  Bagian  Bantuan  

Hukum  pada  Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i a t  Daerah  Prop ins i  

Jawa  Tengah;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alama 

Kanto r

: J l .  Pahlawan  No.  9  Semarang;  

- - - - - - - - - - - - -

4

.

Nama : PANDJI  KARTIKO,S.H;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jabatan : Kepala  Sub  Bagian  Sengketa  

Hukum  pada  Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i a t  Daerah  Prop ins i  

Jawa  Tengah;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alamat  

Kantor

: J l .  Pahlawan  No.  9  Semarang;  

- - - - - - - - - - - - - -
5

.

Nama : DHANI  ARDYANTO,S.H;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jabatan : Sta f  Bi ro  Hukum  Sekre ta r i a t  

Daerah  Prop ins i  Jawa  Tengah;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alamat  

Kantor

: J l .  Pahlawan  No.  9  Semarang;  

- - - - - - - - - - - - - -
6

.

Nama : LUSI  ARJUNI,  SS.M.H;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jabatan : Sta f  Bi ro  Hukum  Sekre ta r i a t  

Daerah  Prop ins i  Jawa  Tengah;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alamat  

Kantor

: J l .  Pahlawan  No.  9  Semarang;  

- - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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PTUN  ??. ?

Hal  5 dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

7

.

Nama : HARYONO  WIDYASTOMO,S.H;  

- - - - - - - - - - -
Jabatan : Sta f  Bi ro  Hukum  Sekre ta r i a t  

Daerah  Prop ins i  Jawa  Tengah;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alamat  

Kantor

: J l .  Pahlawan  No.  9  Semarang;  

- - - - - - - - - - - - - -
        Selan ju tnya  disebu t  sebaga i  TERGUGAT 

I /TERLAWAN I ;  

2 . KOMISI  PEMILIHAN  UMUM KABUPATEN KUDUS,  Tempat  

Kedudukan  J l .  Ganesa  IV  Desa  Purwosar i  Kabupaten  

Kudus  Prov ins i  Jawa Tengah.  Selan ju tnya   d isebu t  

sebaga i  TERGUGAT I I / TERLAWAN I I ;  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  gugatan  per lawanan  Para  Pelawan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           Telah  membaca Sura t  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Semarang  tangga l  10  Desember  2009  Nomor  :  

72/Pen.A .PMH/G/2009 /  PTUN.Smg.  ten tang  Susunan  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  perkara  Per lawanan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Semarang  tangga l  15  Desember  2009.  Nomor:  

72/Pen.HS/2009 /PTUN.Smg.  ten tang   Penetapan  Har i  Sidang ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  pula  lampi ran  sura t - sura t  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Hal  6 dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

bersangku tan  dengan   perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TENTANG DUDUK 

PERKARA : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   Pelawan  dalam  Sura t  Per lawanannya  

te r t angga l  6  Desember  2009  dan  dida f t a r kan  di  Kepani t e raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Semarang  tangga l  8 Desember  2009  

te lah  mengemukakan  kebera tannya  te rhadap  Penetapan  Dismisa l  

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Semarang  te rsebu t  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa adapun  alasan  yang  menjad i  dasar  Per lawanan  in i  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Semarang  te l ah  ke l i r u  

da lam  melakukan  Penetapan  berkenaan  dengan  gugatan  Para  

Pelawan  dengan  memper t imbangkan  Pasal  2g  Undang- Undang  

Republ i k  Indones ia  Nomor  5 tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  dan  Undang- Undang   Republ i k  Indones ia  

Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Undang- Undang  

Republ i k  Indones ia  Nomor  5  Tahun  1986  dan  t i dak  

mempert imbangkan  alasan  Pelawan  sesua i  dengan  mater i  

gugatan ,  ser ta  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Semarang  

dalam  s idang  Permusyawara tan  t i dak  pernah  member i  

kesempatan  kepada  Penggugat  maupun  Tergugat  untuk  

menyampaikan  a lasan- alasan  dalam  melaksanakan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun  ??. ?

Hal  7 dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

permusyawara tan  tap i  langsung  membacakan  Penetapan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  5  tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  Undang-

Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  Undang- Undang Republ i k  Indones ia  Nomor  5 Tahun  

1986  Pasa l  2  yang  berbuny i :  t i dak  te rmasuk  dalam 

penger t i an  Tata  Usaha  Negara  menuru t  Undang- Undang  in i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Dan 

sete rusnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

b. Dan 

sete rusnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

c . Dan 

sete rusnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

d. Dan 

sete rusnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

e. Dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Umum?  ??. ?

Hal  8 dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

sete rusnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

f . Dan 

sete rusnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

g. Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum ba ik  Pusat  

maupun d i  Daerah  mengenai  Hasi l  Pemi l i han  Umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

3. Bahwa per t imbangan  sengke ta  mengenai  has i l  Pemi lu  yang  

dalam in i  menyangkut  3 ( t i ga )  ha l  ya i t u  penetapan  jumlah  

pero lehan  suara  par ta i ,  penetapan  jumlah  pero lehan  

kurs i ,  ser ta  penetapan  orang- orang  yang  te rp i l i h  sebaga i  

anggota  Leg is l a t i f ,  t i dak  dapat  d i j ad i kan  obyek  sengketa  

di  depan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ada lah  t i dak  benar  

karena  sesua i  jawaban  Pemer in tah  te rhadap  pandangan  umum 

Fraks i - Fraks i  d i  Dewan Perwak i l an  Rakyat  atas  Rancangan  

Undang- Undang  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

di l aksanakan  pada  s idang  par ipu rna  DPR RI  pada  tangga l  

20  Mei  1986  yang  dibacakan  oleh  Menter i  Kehak iman  Bapak  

H.  Ismai l  Saleh ,  (baca :  MARBUN, SF pada  PERADILAN TATA 

USAHA NEGARA hal  187  al i nea  ke  4,5 ,6 ,7  dan  Hal  188  1.  

LIBERTY,  YOGYAKARTA) yang  is i n ya :  se lan ju t nya  Fraks i  PDI  

minta  agar  Pemer in tah  member ikan  kete rangan  leb ih  lan ju t  

ten tang  Pasa l  2 huru f  f  (pada  saat  i t u  Pasa l  2 huru f  g  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Hal  9 dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

dalam rancangan  Undang- Undangnya  ada lah  Pasa l  2 huru f  f )  

ya i t u  ten tang  keputusan  Pani t i a  Pemi l i han  Indones ia  di  

Pusat  maupun  di  Daerah  mengenai  has i l  Pemi l i han  Umum 

t i dak  te rmasuk  da lam  penger t i a n  keputusan  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alasan  pokok  bag i  Pemer in tah  untuk  t i dak  memasukannya  ke  

dalam penger t i an  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  ada lah  kompos is i  dar i  Pani t i a  Pemi l i han  Indones ia  

te rd i r i  dar i  unsur - unsur  Parpo l ,  Golkar  dan  unsur - unsur  

Pemer in tah ,  seh ingga  apabi l a  has i l  Pemi l i han  Umum i t u  

sudah  disahkan  o leh  Pani t i a  Pemi l i han  Indones ia  da lam 

suatu  keputusan  maka berar t i  ha l  te rsebu t  sudah  merupakan  

konsensus  bersama  yang  t i dak  dapat  d iguga t  lag i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Per tanyaan  hampi r  serupa  juga  dia j ukan  Fraks i  Persa tuan  

Pembangunan  ten tang  baga imana  penye lesa ian  te rhadap  

kemungk inan  peny impangan  te rhadap  pera tu ran - pera tu ran  

Pemi l i han  Umum, menuru t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    dst  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P e r l u  kami  tambahkan  bahwa 

masalah  Pemi l i han  Umum yang  dimaksud  dalam huru f  f  adalah  

sekedar  mengenai  has i l  Pemi l i han  Umum i t u  bukan  mengenai  

pe laksanaan  atau  penye lenggaranya .  Karena  kompos is i  KPU 

sekarang  ada lah  independen t  jad i  konsensus  te rsebu t  t i dak  

re levan  lag i  untuk  di j ad i kan  dasar  penetapan ;  dan mengenai  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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a.  Pemut akhi r an ??.Hal  10  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

pelaksanaan  dan  penye lenggaraan  ada lah  d i  lua r  has i l  

Pemi lu ,  sedangkan  objek  gugatan  Pelawan  ada lah  keputusan  

mengenai  t i ndak  lan ju t  dalam  pelaksanaan  dan  

penye lenggaraan  di  lua r  has i l  Pemi lu .  Maka objek  gugatan  

Pelawan  te rsebu t  merupakan  kewenangan  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

4. Bahwa  Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  10  Tahun  

2008,  ten tang  Pemi lu  mengatu r  send i r i  mengena i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tahapan  Pemi lu :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  4;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Pemi lu  di l aksanakan  5  ( l ima )  tahun  seka l i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Tahapan  Pemi lu  mel ipu t i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

a. Pemutakh i r an  data  pemi l i h  dan  penyusunan  daf ta r  

pemi l i h ;  - - - - - - - - - - - - -

b. Pendaf ta ran  peser ta  Pemi lu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

c . Penetapan  peser ta  Pemi lu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Hal  11  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

- - - -

d. Penetapan  jumlah  kurs i  dan  penetapan  Daerah  

Pemi l i han ;  - - - - - - - - - - - - -

e. Penca lonan  anggota  DPR,DPD,DPRD Prov ins i  dan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Masa  kampanye;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Masa  tenang;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h. Pemungutan  dan  perh i t ungan  suara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i . Penetapan  has i l  Pemi lu ,  dan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

j . Pengucapan  sumpah/ j an j i  anggota  DPR,DPD,DPRD 

Prov ins i ,  dan  DPRD  Kabupaten /Ko ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

(3 ) Pemungutan  suara  di l aksanakan  har i  l i bu r  atau  

har i  yang  di l i b u r kan ;  - - - - -

Hasi l  Pemi l i han :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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( 2)  Per sel i si han????. . . . . . . .

Hal  12  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Pasa l  199;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Hasi l  Pemi lu  Anggota  DPR,DPD,DPRD Prov ins i ,  dan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  te rd i r i  atas  pero lehan  suara  par ta i  

po l i t i k  ser ta  pero lehan  suara  Anggota  DPR,DPD,DPRD 

Prov ins i ,  dan DPRD Kabupaten /Ko ta ;  - - - -

2) KPU waj ib  menetapkan  suara  Nasiona l  has i l  Pemi lu  

Anggota  DPR,DPD,DPRD Prov ins i ,  dan  DPRD Kabupaten /Ko ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perse l i s i h an  has i l  Pemi lu :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Pada Bagian  Kedua  Pasa l  258  (Aya t  1,2  dan  Pasal  259  ayat  

1,2 ,3  yang  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  258;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Pese l i s i h an  has i l  Pemi lu  adalah  perse l i s i h an  anta ra  KPU 

dan  Peser ta  Pemi lu  mengenai  Penetapan  Pero lehan  Suara  

has i l  Pemi lu  secara  Nasiona l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Perse l i s i h an  Penetapan  pero lehan  suara  has i l  Pemi lu  

secara  Nasiona l  sebaga imana  d imaksud  Ayat  (1 )  ada lah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Hal  13  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Perse l i s i h an  Penetapan  Pero lehan  Suara  yang  dapat  

mempengaruh i  pero lehan  Kurs i  Peser ta  Pemi lu ;  

- - - - - - - - - - -

Pasa l  259;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Dalam  hal  te r j ad i  perse l i s i h an  Penetapan  Pero lehan  

Suara  has i l  Pemi lu  secara  Nasiona l ,  peser ta  Pemi lu  

dapat  mengajukan  permohonan  pembata lan  Penetapan  Hasi l  

Perh i t ungan  Pero lehan  Suara  oleh  KPU kepada  Mahkamah 

Kont i t u s i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -  

2) Peser ta  Pemi lu  mengajukan  permohonan  kepada  Mahkamah 

Kont i t u s i  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  pa l i ng  

lama  3  x  24  (dua  pu luh  empat )  jam  se jak  diumumkannya  

penetapan  pero lehan  suara  has i l  Pemi lu  secara  Nasiona l  

o leh  KPU;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

3) KPU,KPU  Prov ins i ,  dan  KPU  Kabupaten /Ko ta  waj ib  

menindak lan ju t i  Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  

5. Bahwa  Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  10  Tahun  

2008  Bab  XI I I ,  Penetapan  pero lehan  kurs i  ca lon  te rp i l i h ,  

bag ian  kesa tu  penetapan  pero lehan  kurs i ;  - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa ????? ????. . .

Hal  14  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Pasa l  204;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Dan 

sete rusnya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2 ) Dan 

sete rusnya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3 ) Pero lehan  kurs i  Par ta i  Pol i t i k  peser ta  

Pemi lu  untuk  Anggota  DPRD Kabupaten /Ko ta  

di t e t apkan  oleh  KPU  Kabupaten /Ko ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  Undang- Undang  Nomor  10 Tahun  2008  ten tang  

Pemi l i han  Umum Anggota  DPR,DPD,DPRD Prov ins i ,  dan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta .  Telah  mengatur  semua  seh ingga  semua 

penafs i r an  atau  penger t i an  baru  yang  berupa  putusan  Hakim 

te rdahu lu  mengenai  has i l  Pemi lu  sudah  t i dak  re levan  lag i  

untuk  di j ad i kan  per t imbangan  Penetapan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  ob jek  gugatan  Pelawan  ada lah  Keputusan  Gubernur  

Jawa  Tengah  Nomor   170/72 /2009  ten tang  Peresmian  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Anggota  Dewan Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kabupaten  Kudus  berdasarkan  Sura t  Bupat i  

Kudus  Nomor  170/2355 /01  tangga l  25  Ju l i  2009  per iha l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan  ????. . .

Hal  15  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Usul  Peresmian  Pemberhent i an  Anggota  DPRD Kabupaten  

Kudus  masa jaba tan  2004- 2009 dan Pengangkatan  Calon  DPRD 

Kabupten  Kudus  masa jaba tan  2009- 2014  yang  te l ah  diubah  

dengan  Keputusan  Gubernur  Nomor  170/77 /2009  ten tang  

Perubahan  atas  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  

170/72 /2009  ten tang  Keputusan  Peresmian  Pemberhent i an  

dan  Pengangkatan  Anggota  DPRD  Kabupaten  Kudus  

berdasarkan  sura t  Bupat i  Kudus  Nomor  170/2545 /01  tangga l  

07  Agustus  2009  Per iha l  Usul  Perubahan  Calon  Anggota  

DPRD Terp i l i h  Kabupaten  Kudus  Masa  Jabatan  2009- 2014  

atas  nama Sdr .  Mard iyan to  digan t i k an  Sdr .  Jayad i ,  maka 

Keputusan  Gubernur  Jawa Tengah Nomor  170/72 /2009  tangga l  

4  Agustus  2009  per lu  di rubah ,  sura t  Komis i  Pemi l i han  

Umum  Kabupaten  Kudus  Nomor  270/Per i ha l  Peresmian  

Keanggotaan  DPRD Kabupaten  Kudus  Per iode  2009- 2014  

kepada  Gubernur  Jawa  Tengah  lewat  Bupat i  Kudus  yang  

di l amp i r i  Ber i t a  Acara  Persyara tan  Calon  Terp i l i h  

Anggota  DPRD Kabupaten  Kudus  has i l  Pemi l i han  Umum Tahun  

2009  Nomor  18/KPU/09  dan  di l amp i r i  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Kudus  Nomor  27  tangga l  17  Mei  

Tahun  2009  ten tang  Penetapan  Calon  Terp i l i h  Anggota  

Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Kudus  Pemi l i han  

Umum  Tahun  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

7. Bahwa  se la i n  alasan- a lasan  te rsebu t  d i  atas  Pelawan  

te tap  ber tahan  pada  dal i l - da l i l  yang  diu ra i kan  Pelawan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Hal  16  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

pada  mater i  gugatan  Pelawan  tangga l  9 November  2009  dan  

merupakan  kesatuan  yang  t i dak  bisa  dip i sahkan  dengan  

mater i  per lawanan  te rhadap  penetapan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara   Nomor:  72/G/Pen.D is / 2009 /PTUN.SMG;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  alasan- alasan  te rsebu t  kami  mohon  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Semarang  dalan  penetapannya  menyatakan  bahwa 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  anta ra  Pelawan  dan  Ter lawan  

dengan Penetapan  sebaga i  ber i ku t :  - - - - - - - - - -

1. Menyatakan  mener ima  Gugatan  Para  Pelawan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  demi  hukum Penetapan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  pada  perkara  Nomor:  

72/G/Pen .D is / 2009 /PTUN.SMG dan  melan ju t kan  pemer iksaan  

perkara  nomor :72 /G/2009 /PTUN.SMG;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Membenarkan  biaya  perkara  pada  Para  Ter lawan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Per lawanan  te rsebu t  pihak  

Ter lawan  I  te l ah  mengajukan  Jawabannya  pada  tangga l  5  Januar i  

2010 ,  yang  in t i n ya  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - -

1. Bahwa  yang  menjad i  ob jek  gugatan  dalam  perkara  in i  

ada lah  Sura t  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  No.  

170/72 /2009  tangga l  25  Ju l i  2009   ten tang  Keputusan  

Peresmian  Pemberhen t i an  dan  Pengangkatan  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Kudus  berdasarkan   Keputusan  KPU Kabupaten  

Kudus  No.  27  tangga l  17  Mei  2009  ten tang  Penetapan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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3.  Bahwa????. . .

Hal  17  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Pero lehan  Calon  Terp i l i h   Anggota  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kabupaten  Kudus Pemi l i han  Umum Tahun 2009;  - -

2. Bahwa  penerb i t an  Sura t  Keputusan  yang  menjad i  ob jek  

sengketa  te rsebu t  berpedoman  pada  keten tuan  Pasal  45  

huru f  b  dan  Pasal  46  ayat  (2 )  huru f  b  Pera tu ran  KPU 

Nomor  15  Tahun  2009  tangga l  16  Maret  2009  ten tang  

Pedoman Tekn is  Penetapan  dan  Pengumuman Hasi l  Pemi lu ,  

Tata  Cara  Penetapan  Pero lehan  Kurs i ,  Penetapan  Calon  

Terp i l i h  dan  Penggant i an  Calon  Terp i l i h  Dalam Pemi lu  

Anggota  DPR,  DPD,  DPRD Prov ins i ,  DPRD Kabupaten /Ko ta  

Tahun  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  sebaga imana  te rsebu t  d ia tas ,  maka 

Para  Penggugat /Pa ra  Pelawan t i dak  di te t apkan  sebaga i  Calon  

Terp i l i h  Anggota  DPRD  Kabupaten  Kudus;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3. Bahwa menuru t  para  Penggugat  Pelawan,  keten tuan  Pasal  

45 huru f  b dan Pasal  46 ayat  (2 )  huru f  b Pera tu ran  KPU 

Nomor  15 Tahun 2009  te lah  diu j i  mater i i l  o leh  Mahkamah 

Agung  RI  dan  te l ah  dinya takan  pembentukannya  

ber ten tangan  dengan  Pasa l  212  ayat  (3 )  UU Nomor  10 

Tahun  2009  ten tang  Pemi l i han  Umum Anggota  DPR,  DPD,  

DPRD; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa berdasarkan  Putusan  Uj i  Mater i i l  o leh  Mahkamah 

Agung  RI  te r sebu t  d ia tas ,  Mahkamah  Agung  RI  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal  18  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

memer in tahkan  KPU melaksanakan  pengh i t ungan  pero lehan  

kurs i  DPR,  DPD,  DPRD Prov ins i ,  DPRD Kabupaten /Ko ta  

Tahap  I I  Hasi l  Pemi l i han  Umum Tahun  2009  berdasarkan  

keten tuan  Pasa l  212  ayat  (3 )  UU No.  10  Tahun  2008  

ten tang  Pemi l i han  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  nampak  

je l as  masalah  yang  disengke takan  menyangkut  t i dak  

di te t apkannya  Para  Penggugat /Para  Pelawan  sebaga i  

Calon  Terp i l i h  Anggota  DPRD Hasi l  Pemi lu  Tahun  2009  

karena  ada  perbedaan  dalam s is t em  pengh i t ungan  jumlah  

kurs i ,  dengan  demik ian  gugatan  in i  merupakan  sengke ta  

yang  menyangkut  Hasi l  Pemi l i han  Umum; 

6. Bahwa berdasarkan  kedudukan  Pasal  2  huru f  g  UU No,  9 

Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  UU No.  5 Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  di ten tukan  bahwa 

Keputusan  KPU ba ik  di  Pusat  maupun di  Daerah  mengenai  

has i l  Pemi l i han  Umum merupakan  hal  yang  t i dak  te rmasuk  

dalam  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dengan  

kata  la i n  sengke ta  mengenai  has i l  Pemi l i han  Umum yang  

dalam hal  in i  menyangkut  3  ( t i ga )  ha l  ya i t u  penetapan  

jumlah  pero lehan  suara  par ta i ,  penetapan  jumlah  

pero lehan  kurs i  ser ta  penetapan  orang- orang  yang  

te rp i l i h  sebaga i  anggota  leg i s l a t i f e ,  t i dak  dapat  

d i j ad i kan  objek  sengketa  di  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa????. ?. . .

Hal  19  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Dengan demik ian  penetapan  yang  dike lua r kan  oleh  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Semarang  te l ah  benar  dan  tepa t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sehubungan  dengan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  kami  mohon 

k i ranya  Maje l i s  Hakim  dapat  member ikan  Putusan  te rhadap  

perkara  in i  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - -

1. Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat /Pa ra  Pelawan t i dak  

di te r ima ;  - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Penetapan  PTUN  Semarang  No.  

72/Pen.D is / 2009 /PTUN.SMG  te tap  diper t ahankan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum Para  Penggugat /Para  Pelawan  untuk  membayar  

semua  b iaya  dalam  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ATAU;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Member ikan  Putusan  la i n  menuru t  Perad i l an  yang  benar  ( Ex 

Aequo Et  Bono) ; - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Per lawanan  Pelawan  

te rsebu t ,  Pihak  Ter lawan  I I  te lah  mengajukan  Jawabannya  

te r t angga l  5 Januar i  2010,  yang  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa kami  sependapat  dengan  Penetapan  Pengad i l an  Tata  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.  Bahwa???. . . ?. . .

Hal  20  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Usaha  Negara  Semarang,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  secara  abso lu t  t i dak  

berwenang  untuk  memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  

gugatan  Para  Penggugat  (Sekarang  Pelawan)  dan menetapkan  

gugatan  Para  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa Pasa l  2  huru f  g  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Jo.  Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  2004  menentukan  sebaga i  

ber i ku t :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”T idak  te rmasuk  dalam  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  menuru t  undang- undang  in i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Keputusan  Tata  Usaha  . . . . .  

dst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Keputusan  Pani t i a  Pemi l i han  Umum baik  di  Pusat  

maupun  Daerah  mengenai  has i l  Pemi l i han  Umum”;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

3. Bahwa yang  dimaksud  dalam Pasa l  2 huru f  g Undang- Undang  

Nomor  5 Tahun 1986 dengan  Komis i  Pemi l i han  Umum di  Pusat  

dan  di  Daerah  adalah  te rmasuk  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Kudus (Ter l awan  I I ) ;  - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa karena  s i f a t  dan  maksud  Keputusan  Pemi l i han  Umum, 

oleh  pembentuk  undang- undang  keputusan- keputusan  i t u  

t i dak  dapat  d igo longkan  te rmasuk  dalam  penger t i a n  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal  21  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  menuru t  Undang- Undang  Nomor  

5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

(d i kecua l i k an ) ,  seh ingga  t i dak  dapat  d iguga t  d i  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;  

5. Bahwa Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor:  8  Tahun  2005  

(SEMA No.  8 Tahun  2005)  Tentang  Petun juk  Tekn is  Tentang  

Sengketa  Mengena i  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  (P i l k ada )  

te lah  menegaskan  seka l i pun  yang  dican tumkan  secara  

eksp l i s i t  da lam  Pasa l  2  huru f  g  Undang- Undang  Nomor  5  

Tahun  1986  adalah  mengenai  has i l  Pemi l i han  Umum, namun 

harus  dia r t i k an  sebaga i  mel ipu t i  juga  keputusan- keputusan  

yang  te rka i t  dengan  Pemi l i han  Umum; -

6. Bahwa  ”  keputusan- keputusan  yang  te rka i t  dengan  

Pemi l i han  Umum”  sebag imana  dimaksud  da lam  SEMA No.  8 

Tahun  2005  adalah  keputusan- keputusan  yang  menjad i  

wewenang  KPU dan  KPU Prov /Kab /Ko ta  untuk  menerb i t kan  

sesua i  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  baik  

da lam  rangka  pers iapan  maupun  has i l  Pemi l i han  Umum. 

Bahwa  KPU dan  KPU Prov /Kab /Ko ta  ada lah  penye lenggara  

Pemi lu  yang  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  

2008  Tentang  Pemi lu  DPR,  DPD  dan  DPRD  berwenang  

mengeluarkan  keputusan- keputusan  yang  berka i t an  dengan  

penye lenggaraan  Pemi lu  te rmasuk  dalam  menetapkan  

pero lehan  suara  peser ta  Pemi lu ,  Penetapan  Pero lehan  

Kurs i  Par ta i  Pol i t i k  dan  Penetapan  ca lon  te rp i l i h ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01/ G/ TUN/ PTUN. Smg???

Hal  22  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

7. Bahwa  da lam  prak tek  perad i l an ,  SEMA No.  8  Tahun  2005  

sebaga i  petun juk  tekn i s  te rhadap  penger t i an  Pasa l  2 

huru f  g  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  te lah  

dipedomani  da lam  kasus  yang  te rka i t  dengan  Pemi l i han  

Umum.  Bahwa da lam  Putusan  Kasas i  Nomor:  187/K /TUN/2004  

tangga l  14  Pebruar i  2008   Jo.  Putusan  Nomor:  

42/B .TUN/2004 /PT.TUN.Sby .  Jo.  Putusan  Nomor:  

01/G/TUN/PTUN.Smg. ,  da lam  per t imbangan  hukum  Mahkamah 

Agung  menyatakan  bahwa  objek  sengke ta  per iha l  

penye lesa ian  yang  memutuskan  untuk  menyerahkan  fo rmu l i r  

penca lonan  ( fo rmu l i r  ca lon  leg i s l a t i f )  Kabupaten  Batang  

yang  dike lua r kan  oleh  KPUD  Batang  t i dak  te rmasuk  

kategor i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -  

Selan ju tnya  dalam  Putusan  Kasas i  Nomor:  315/K /TUN/2008  

tangga l  22- 10- 2008  Jo.  Putusan  Nomor:  

162/B /2008 /PT .TUN.Jk t .  Jo.  Putusan  Nomor:  

110/G/TUN/2008/PTUN.Jk t .  tangga l  15  Agustus  2008  dalam 

perkara  anta ra  Par ta i  Republ i ku  sebaga i  Penggugat  melawan  

Ketua  KPU (Pusat )  sebaga i  Tergugat  per iha l  ver i f i k a s i  

Par ta i  Pol i t i k  peser ta  Pemi lu  tahun  2009  yang  dike lua rkan  

KPU,  da lam  per t imbangannya  Mahkamah  Agung  menyebutkan  

bahwa”  semua  jen i s  keputusan  KPU t i dak  menjad i  ob jek  

gugatan  di  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara . . . . d s t . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.  Bukt i  Pl w -  1 ????. . .

Yur i spr udensi . . ???. . . ?. . .

Hal  23  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Bahwa  se la i n  i t u  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Semarang  

dalam  perkara  Nomor:  17/G/2009 /PTUN.Smg.  tangga l  25  Jun i  

2009  te l ah  menja tuhkan  Putusan  mener ima  Ekseps i  KPU 

Prov ins i  Jawa Tengah  dan  menyatakan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Semarang  t i dak  berwenang  mengadi l i  perka ra  te rka i t  

Keputusan  KPU Prov ins i  Jawa Tengah.  Bahwa perkara  te rsebu t  

pada  saat  in i  te l ah  berkekua tan  hukum  te tap ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa dengan  demik ian  t i dak  benar  a lasan  Pelawan  bahwa 

semua  penafs i r an  atau  penger t i an  baru  yang  berupa  

putusan  hak im  te rdahu lu  mengenai  has i l  Pemi lu  sudah  

t i dak  re levan  lag i  untuk  di j ad i kan  per t imbangan  

penetapan .  Bahwa berdasarkan  SEMA No.  8  Tahun  2005  dan  

Yur i sp rudens i  putusan- putusannya ,  Mahkamah  Agung  te tap  

berpendapat  semua  jen i s  keputusan  KPU t i dak  menjad i  

ob jek  gugatan  di  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;  

9. Bahwa berdasarkan  Pasa l  2 huru f  g Undang- Undang Nomor:  5 

Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor:  9  Tahun  2004  dan  

SEMA No.  8  Tahun  2005  ser ta  Yur i sp rudens i  putusan-

putusan  Mahkamah  Agung  di  atas ,  maka  kami  mohon  agar  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Semarang  

menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  berwenang  

mengadi l i  gugatan  Para  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t ,  maka dengan  hormat  Ter lawan  I I  

memohon perkenan  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal  24  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Semarang  yang  memer iksa  Per lawanan  in i  member i  Putusan :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menolak  Per lawanan  dar i  Pelawan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

2. Menguatkan  Penetapan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Semarang  Nomor:  72/G/Pen .D is / 2009 /PTUN.Smg;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

3. Membebankan  biaya  yang  t imbu l  da lam  Per lawanan  in i  

kepada  Pelawan. - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  ura ian   Putusan  

in i  maka semua yang  te rcan tum  dalam Ber i t a  Acara  Pers idangan  

dengan  Acara  Singka t  in i ,  harus  dianggap  te rcan tum  dalam 

putusan  

in i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu j uan  per lawanan  ada lah  

sebaga imana  te rsebu t  d ia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa ob jek  per l awanan  ada lah  Penetapan  

Dismissa l  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Semarang  

Nomor  :  No.72/Pen .D i s / 2009 /  PTUN.SMG tangga l  26 November  2009  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meni mbang???. . . ?. . .

Hal  25  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Menimbang,  bahwa Penetapan  Dismissa l  Ketua  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Semarang  Nomor  :  

No.72 /Pen .D i s / 2009 /PTUN.Smg.  dipu tus  dalam  s idang  te rbuka  

untuk  umum pada  tangga l  26  November  2009  dan  Per lawanan  in i  

d ia j ukan  pada  tangga l  8  Desember  2009,  maka  sesua i  dengan  

keten tuan  Pasa l  62  ayat  (3 )  a  Undang- Undang  No.5  Tahun  1986  

jo  Undang- Undang No.9  Tahun 2004 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  belum lewat  tenggang  waktu  14  har i  sete lah  Penetapan  

diucapkan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

          Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  apakah  Penetapan  Dismissa l  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Semarang  a  quo  te l ah  ke l i r u  da lam 

member ikan  per t imbangannya ,  seh ingga  gugatan  dalam  perkara  

Nomor:  72/G/TUN/2007/PTUN.Smg  tangga l  17  November  2009  

dinya takan  t i dak  di te r ima ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa d ida lam  per t imbangan  Penetapan  

Dismissa l  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Semarang  

menyatakan  bahwa  objek  sengketa  a  quo  d i  da lam  perkara  

Nomor  :  72/G/TUN/2007/PTUN.Smg ada lah  merupakan  permasa lahan  

dan  sengketa  yang  menyangkut  has i l  Pemi l i han  Umum Tahun  2009  

yang  di te t apkan  oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Kudus  

seh ingga  sengke ta  te rsebu t  bukan  merupakan  sengketa  Tata  

Usaha Negara  sebaga imana  dia tu r  da lam keten tuan  Pasa l  2 huru f  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maka ????. . . ?. . .

Hal  26  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

g  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  dan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Semarang  t i dak  

berwenang  untuk  memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa a lasan- a lasan  kebera tan  Pelawan  pada  

pokoknya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa per t imbangan  sengke ta   mengena i  has i l  pemi lu  yang  

dalam  ha l  in i  menyangkut  3  ( t i g a )  ha l  ya i t u  penetapan  

jumlah  pero lehan  suara  par ta i  penetapan  jumlah  pero lehan  

kurs i ,  ser ta  penetapan  orang- orang  yang  te rp i l i h  sebaga i  

anggota  leg i s l a t i f ,  t i dak  dapat  d i j ad i kan  objek  sengke ta  

di  depan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ada lah  t i dak  benar  

karena  kompos is i  KPU sekarang  ada lah  independen  t i dak  

te rd i r i  dar i  unsur  par ta i  po l i t i k  dan  unsur  pemer in tah ,  

jad i  konsensus  te rsebu t  t i dak  re levan  lag i  untuk  

di j ad i kan  dasar  penetapan ;  dan  mengenai  pe laksanaan  dan  

penye lenggaraan  di l ua r  has i l  Pemi lu ,  sedangkan  objek  

gugatan  Pelawan  adalah  keputusan  mengena i  t i ndak  lan ju t  

da lam  pe laksanaan  dan  penye lenggaraan  di  lua r  has i l  

Pemi lu .           Maka objek  gugatan  Pelawan  te rsebu t  

merupakan  kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemi l u???. . . ?. . .

Hal  27  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Menimbang,  bahwa atas  da l i l  Pelawan  te rsebu t  d i  atas ,  

p ihak  Ter lawan  te l ah  pula  member ikan  tanggapannya ,  yang  pada  

pokoknya  ada lah  bahwa masalah  yang  disengke takan  oleh  Pelawan  

ada lah  t i dak  di te t apkannya  Para  pe lawan  sebaga i  Calon  

Terp i l i h  Anggota  DPRD Hasi l  Pemi lu  Tahun  2009  karena  ada  

perbedaan  dalam  s is t im  pengh i t ungan  jumlah  kurs i ,  seh ingga  

dengan  demik ian  permasa lahan  Para  Pelawan  ada lah  merupakan  

sengketa  yang  menyangkut  Hasi l  Pemi lu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasar  keten tuan  Pasal  2  huru f  g 

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  yang  te l ah  diubah  dan  

di t ambah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  dinya takan  bahwa Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum di  Pusat  dan di  Daerah  ten tang  has i l  pemi l i han  

umum bukan  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  

d iguga t  d i  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  leb ih  lan ju t  da lam 

Sura t  Edaran  Nomor  8  Tahun  2005  ten tang  Petun juk  Tekn is  

ten tang  Sengketa  mengenai  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

(P ILKADA)  dinya takan  bahwa  keputusan- keputusan  atau  

penetapan- penetapan  yang  berka i t an  dengan  pemi l i han  umum dan  

has i l  pemi l i han  umum,  maka  keputusan  ataupun  penetapannya  

t i dak  dapat  d iguga t  d i  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  seh ingga  

bukan  merupakan  kewenangannya  untuk  memer iksa  dan  mengadi l i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  22 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal  28  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Tahun  2007   Pasa l  8  Bagian  ket i ga   Tugas,wewenang,  dan  

kewaj i ban  Komis i  Pemi l i han  Umum huru f  K” ’menetapkan  dan  

mengumumkan pero lehan  jumlah  kurs i  anggota  Dewan Perwak i l an  

Rakyat ,  Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Prop ins i ,  dan  Dewan  

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  /Ko ta  untuk  set i ap  par ta i  

po l i t i k  peser ta  Pemi lu  anggota  Dewan Perwak i l an  Rakyat ,  dan  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah ” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa ruang  l i ngkup  kewenangan  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  di  da lam  melaksanakan  tugas  pokoknya  

se laku  ins t i t u s i  pub l i k  ada lah  berka i t an  dengan  keg ia tan  

Pemi l i han  Umum yang  te rcan tum  dalam  Tahapan  PEMILU  ya i t u  

sebaga i  penye lenggara  dar i  suatu  Pemi l i han  Umum sampai  pada  

has i l  dar i  Pemi l i han  Umum  te rsebu t  dan  Pengucapan  

sumpah/ j an j i  anggota  DPR,  DPD,  DPRD Prov ins i  dan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  (sesua i  Tahapan  PEMILU dalam  Pasal  4  ayat  2  

huru f   a   sampai  dengan   j   Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  

2008) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun 

2008 ;  - - - - - - - - - -

Pasa l  213  ayat  (3 )  :  Calon  terp i l i h  anggota  DPRD 

Kabupaten/Kota  di te tapkan  oleh  KPU 

Kabupaten/Kota ,  dan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meni mbang??. . . ?. . .

Hal  29  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Pasa l  214  :   Penetapan  calon  terp i l i h  Anggota  DPR,  DPRD 

Provins i ,  DPRD Kabupaten/Kota  dar i  Parta i  Pol i t i k  

Peserta  Pemilu  didasarkan  pada  perolehan  kursi  

Parta i  Pol i t i k  Peserta  Pemilu  disuatu  daerah  

pemil ihan ….. .dan  sete rusnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se la i n  dar ipada  i t u  da lam  beberapa  

yur i sp rudens i  Mahkamah  Agung  juga  te l ah  diga r i s kan  bahwa 

keputusan  yang  berka i t an  dan  te rmasuk  dalam  ruang  l i ngkup  

pol i t i k  da lam  kasus  pemi l i han  t i dak  menjad i  kewenangan  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  memer iksa  dan  mengadi l i  

(an ta ra  la i n  Putusan  Nomor  482  K/TUN/2003  tangga l  18  Agustus  

2004) ;  - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  te rsebu t  d i  atas  secara  

eksp l i s i t  menyebutkan  mengenai  has i l  pemi l i han  umum,  ar t i n ya  

bahwa  keputusan  atau  penetapan  yang  di l akukan  oleh  KPUD 

ada lah  merupakan  rangka ian  dar i  perh i t ungan  suara  yang  

dipe ro l eh  dalam  pelaksanaan  pemi l i han  umum baik  d i  pusat  

maupun  d i  daerah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,   ob jek  

gugatan  Para  Pelawan  ya i t u  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kab.  Kudus  (Ter l awan  I I ) ,  Nomor  :  27  Tahun  2009,  tangga l  17  

Mei  2009,  ten tang  Penetapan  Calon  Terp i l i h  Anggota  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kab  Kudus  dalam  Pemi l i han  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka????. . . ?.

Hal  30  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

Umum Tahun 2009,  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  213 ayat  (3 )  dan  

Pasa l  214 Undang- Undang Nomor  10 Tahun 2008,  menuru t  Pendapat  

Maje l i s  Hakim ada lah  Keputusan  yang  di te rb i t k an  sebaga i  has i l  

dar i  Pemi l i han  Umum Tahun 2009 ;  - - - - - -

Menimbang,  bahwa Sura t  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  

(Ter l awan  I ) ,  Nomor  170/77 /2009 ,  ten tang  Perubahan  atas  

Keputusan  Gubernur  Jawa Tengah  Nomor  :  170/72 /2009   tangga l  

25 Ju l i  2009 ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  dan Pengangkatan  

Anggota  Dewan Perwak i l an  Rakyat  Kab Kudus,  karena  di te rb i t k an  

sebaga i  t i ndak  lan ju t  dar i  Sura t  Keputusan  Ter lawan  I I ,  maka 

menuru t  Maje l i s  Hakim  Sura t  Keputusan  Ter lawan  I  te r ka i t  

dengan   has i l  dar i  Pemi l i han  Umum dan  masih  da lam  tahapan  

PEMILU sesua i  Pasal  4  ayat  2  huru f   a   sampai  dengan   j  

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa karena  yang  menjad i  a lasan  pokok  

gugatan  per lawanan  adalah  mengenai  has i l  pemi lu   yang  

merupakan  tugas  dan  wewenang  dar i  Komis i  Pemi l i han  Umum 

sesua i  Pasa l  8  bag ian  ket i ga  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  

2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum ,  yang  se lan ju tn ya  

berdasarkan  Pasal  2 huru f  g Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  

jo  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  adalah  t i dak  te rmasuk  

dalam  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  

d iguga t  d i  PTUN,  karena  merupakan  has i l  Pemi lu  yang  

dike lua r kan  oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  merupakan  tugas  dan  

wewenang  dar i  Komis i  Pemi l i han  Umum seh ingga  t i dak  te rmasuk  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal  31  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

dalam keputusan  Tata  Usaha Negara  sesua i  da lam Pasal  2 huru f  

g  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka 

berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim  meni la i  

Penetapan  Dismissa l  yang  dike lua rkan  oleh  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  Semarang  a quo ada lah  sudah  benar  dan t i dak  

ke l i r u  da lam per t imbangannya ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa o leh   karena  Penetapan  Dismissa l  

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Semarang  a  quo  dipandang  

sudah  tepa t  dan  benar ,  maka  gugatan  Per lawanan  t i dak  dapat  

d ibenarkan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa o leh  karena  gugatan  per lawanan  t i dak  

dapat  d ibenarkan ,  maka  kepada  Pelawan  harus  dinya takan  

sebaga i  Pelawan  yang  t i dak  benar ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa o leh  karena  Pelawan  d inya takan  

sebaga i  Pelawan  yang  t i dak  benar ,  maka  gugatan  d inya takan  

t i dak  d i t e r ima  dan  kepadanya  harus  dikenakan  untuk  membayar  

biaya  perkara  yang  

t imbu l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Mengingat  Pasa l - Pasal  dalam Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  

1986  jo  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  dan  keten tuan  la i n  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pani t er a ???. . . . .

Hal  32  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M E N G A D I  L 

I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menyatakan  gugatan  Per lawanan  Para  Pelawan  t i dak  

dapat  d i te r ima  ;  - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Para  Pelawan  sebaga i  Pelawan  yang  t i dak  

benar  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Membebankan  biaya  perkara  yang  t imbu l  kepada  Para  

Pelawan  sebesar  Rp.  116.000 , -  (Sera tus  enam belas  

r i bu  rup iah ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  d ipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  pada  

har i  Selasa ,  tangga l  12  Januar i  2010  oleh  kami  R.  BASUKI 

SANTOSO,  SH se laku   Ketua  Maje l i s  Hakim,  ANNA LEONORA 

TEWERNUSA,  SH,  dan  OENOEN PRATIWI,  SH masing- masing  se laku  

Hakim Anggota ,  putusan  mana d iucapkan  dalam pers idangan  yang  

te rbuka  untuk  umum pada  har i  Selasa ,  tangga l  12 Januar i  2010  

oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  d ia tas  dengan  diban tu  oleh  AGUS 

DWIYONO,  SH Pani te ra  Penggant i  ser ta  dihad i r i  o leh  Kuasa  

Hukum pihak  Pelawan  ,Ter l awan  I I  dan  tanpa  dihad i r i  p ihak  

Ter lawan  I .

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,

t t d

1.  ANNA LEONORA TEWERNUSA, S.H.

t t d

R.BASUKI SANTOSO, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal  33  dar i  33  hal  Putusan  Nomor 72/PLW/G/2009 /PTUN.Smg.

t t d

2.  OENOEN PRATIWI,  S.H
Pani te ra  Penggant i ,

t t d

AGUS DWIYONO, S.H.
Per inc ian  Biaya  :

1. Pendaf ta ran  Gugatan Rp.         -

2. Panggi l an  s idang  dan Sumpah Rp.   105.000 , -

3. Matera i  Putusan Rp.       6.000 , -

4. Redaks i  Putusan  Rp.       5.000 , -

 Jumlah Rp.   116.000 , -

                                                          (  S

era tus  enam belas   r i bu  rup iah  )

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33


